SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
| KABUPATEN KLATEN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN

| NOMOR : 44/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015

TENTANG

PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KLATEN TAHUN 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLATEN,

Menimbang - a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 68 ayat (3) Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2)
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

¢. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:
11/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Kampanye
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, huruf b, dan huruf c. perlu menetapkan Keputusan Komisi
Pemilihan Umum Kabupaten Klaten tentang Penetapan Moderator
Debat Publik Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati dalam
Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Klaten 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Provinsi Jawa Tengah; _

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5189):

4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan
Informasi  Publik  (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4846):;
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11,
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5246);

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3316);

Undang-UndangNemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan
[Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang
Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang
(Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah diubah
dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara
Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5678):

Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas
Pemilu. dan Dewan Kchormatan Penyelenggara Pemilu
Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, dan Nomor |1
Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum
Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana
telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum
Nomor 01 Tahun 2010;

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi
Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22
Tahun 2008:

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 20135 tentang
Tahapan, Program dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil
Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomaor 5635);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 670);

. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 tentang

Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan
Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 720) ;



Memperhatikan

Menetapkan

KESATU

KEDUA

KETIGA

16. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:
1/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Tahapan, Program, dan
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2015;

17. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:
2/Kpts/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Penetapan Hari dan
Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2015;

18. Keputusan Komisi  Pemilihan Umum  Kabupaten  Klaten
Nomor: 11/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis
Kampanye Pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati Klaten
Tahun 2015;

19, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten Nomor:
15/KPU-Kab/012.329461/2015 tentang Pedoman Teknis Tata Cara
Pencalonan Pemilihan Bupati dan  Wakil Bupati Klaten
Tahun 2015:

|. Berita Acara Nomor: 25/KPU-Kab/BA/IX/2015 tentang Hasil
Rapat Koordinasi antara KPU Kabupaten Klaten dengan Tim
Kampanye Pasangan Calon Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2015 tentang Penetapan Moderator Debat Publik
Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015,
tertanggal 25 September 2015;

2. Keputusan Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
tanggal 26 September 2015

MEMUTUSKAN :

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN KLATEN
TENTANG PENETAPAN MODERATOR DEBAT PUBLIK
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI DALAM
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2015;
Menetapkan Moderator Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015,
yaitu Prof. Sudharto P. Hadi. MES., Ph. D;

Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan
kepada Anggaran Dana Hibah Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2015;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 26 September 2015

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KLATEN,
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